
KATA PENGANTAR  
 

Assalamuõalaikum wr.wb. 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan  

hidayah -Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan profil peradilan agama.  

 

Profil ini memberikan gambaran secara umum dan ringkas ten tang peradilan agama, khususnya informasi 

mengenai organisasi dan tatalaksana, data perkara, data ketenagaan dan lain -lain.  

 

Demikian, semoga profil ini berm anfaat bagi masyarakat luas dan aparat peradilan agama dalam 

merumuskan kebijakan dan memberikan pe layanan hukum kepada masyarakat.  

 

Wassalam,  

Jakarta,        Mei 2009  
 

Direktur Jenderal  

Badan Peradilan Agama  

 

 

Wahyu Widiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN  

 
 

Ç Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan  

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beraga ma Islam  

mengenai perk ara tertentu yang diatur dalam undang-undang. 

 

Ç Kekuasaan Kehakiman di L ingkungan Peradilan Agama  

dilaksanakan oleh:  

1. Pengadilan Agama (Pengadilan Tingkat Pertama)  

2. Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tingkat Banding)  

 

Khusus di Provin si Aceh dilaksanakan oleh : 

1. Mahkamah Syarõiyah (Pengadilan Tingkat Pertama) 

2. Mahkamah Syarõiyah Aceh (Pengadilan Tingkat B anding)  

 

Ç Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak  

Ç pada Mahkamah Agung . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAHKAMAH AGUNG  
 

VISI :  

 
Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang  

mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional  

dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan  

biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan  

pelayanan publik. 

 

MISI:  

 
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan  

peraturan serta keadilan masyarakat. 

2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain. 

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat. 

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan. 

5. Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien, martabat dan dihormati. 

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. 

 

 

 

 

 

 



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  

 

 

 

V I  S I  

 
TERWUJUDNYA PELAYANAN PERADILAN AGAMA YANG PRIMA  

 

M I  S I  

 
1. MEN INGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR  

PERADILAN AGAMA  

 

2. MEWUJUDKAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA YANG MODERN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERADILAN AGAMA  
 

 

 

 

VISI  
 

TERWUJUDNYA PUTUSAN YANG ADIL DAN BERWIBAWA 

SEHINGGA KEHIDUPAN MASYARAKAT MENJADI TENANG, TERTIB 

DAN DAMAI, DI BAWAH LINDUNGAN ALLAH SWT  

 

 

MISI  
 

MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MENYELESAIKAN  

PERKARA-PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH UMAT ISLAM 

INDONESIA, DI BIDANG PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, 

HIBAH, WAKAF, ZAKAT, I NFAQ, SADAQAH DAN EKONOMI 

SYARIôAH, SECARA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN 

TINGKAT 

BANDING  

PENGADILAN 

TINGKAT 

PERTAMA  

MAJELIS 

HAKIM AGUNG  



STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT 

KEPANITERAAN  



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA*) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

*) Catatan : 
- Pada MSy Aceh bentuk dan penyebutan  
 sama dengan struktur PTA  
 lainnya. 

 
= Garis Koordinasi 

= Garis Tanggung Jawab 

 

MAJELIS 

HAKIM  

 
 

KELOMPOK FUNGSIONAL 

KEPANITERAAN  :                     
 

- PANITERA PENGGANTI  

 

PANITERA/SEKRETARIS          

 

WAKIL PANITERA      WAKIL SEKRETARIS  



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA*)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Catatan : 

- Pada MSy di wilayah provinsi Aceh bentuk 

     Struktur organisasi sama dengan PA lainnya. 

- PA/MSy kelas I B dan II bentuk struktur sama, 

hanya pada penyebutan berbeda yaitu pada  

PA kelas I A adanya Kasubbag untuk PA kelas 

I B dan kelas II disebut Kaur (Kepala Urusan).  

 

                         = Garis Koordinasi 

                         = Garis Tanggung Jawab 

KELOMPOK FUNGSIONAL 

KEPANITERAAN :     

 

1. PANITERA PENGGANTI                         

2.  JURUSITA/JURUSITA   PENGGATI   

MAJELIS  

HAKIM  

PANITERA/SEKRETARIS          

 

WAKIL PANITERA    WAKIL SEKRETARIS  



PEMBINAAN PE RADILAN AGAMA  

 
 

A. Pembinaan terhadap Badan Peradilan A gama 

1. Zaman kerajaan Islam s.d 19 Januari 1882, pembinaan  

dilakukan langsung oleh Sultan-sultan setempat ; 

2. Sejak 19 Januari 1882 s.d 25 Ma ret 1946, pembinaan  

dilakukan oleh Kement erian Kehakiman;  

3. 26 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970, pembinaan dilakukan  

oleh Departemen Agama;  

4. 17 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004, pembinaan dilakukan oleh dua institusi yaitu :  

a. Secara teknis yustisial, oleh Mahka mah Agung.  

b. Secara organisatoris, administratif dan finansial, oleh  Departemen Agama.  

5.  Sejak 30 Juni 2004, pembinaan dilakukan oleh Mahkamah Agung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
B. Kepala Bagian, Kepala Biro, Kepala Jawatan, Direktur dan Direktur Jenderal yang Membina Badan Peradilan Agama. 

       DAFTAR NAMA KEPALA BIRO, KEPALA JAWATAN, DIREKTUR  

 DAN DIREKTUR JENDERAL 
             
             
 

NO. NAMA JABATAN MASA JABATAN 
             
 1 R. Sunaryo Kepala Bagian Mahkamah 1946 s.d 1952 
 2 KH. Muhammad Djunaidi Kepala Biro Peradilan Agama 1952 s.d 1958 
 3 KH. Abdul Chamid Pjs. Kepala Jawatan Peradilan Agama 1958 s.d 1959 
 4 KH. A. Zabidi Kepala Jawatan Peradilan Agama 1959 s.d 1964 
 5 KH. A. Zaini Miftah Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1964 s.d 1969 
 6 H. Z. A. Noeh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1969 s.d 1970 
 7 H. A. Wasit Aulawi, MA Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1970 s.d 1978 
 8 H. Ichtijanto SA., S.H Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1978 s.d 1981 
 9 Drs. Muchtar Zarkasyi, S.H Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1981 s.d 1990 
 10 Drs. H. Taufiq, S.H, MH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1990 s.d 1992 
 11 H. Zainal Abidin Abubakar, S.H Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1992 s.d 1997 
 12 Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H, M.H. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1997 s.d 2000 
 13 Drs. H. Wahyu Widiana, MA Direktur Pembinaan Peradilan Agama  2000 s.d 2005 
 14 Drs. H. Wahyu Widiana, MA Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 2005 s.d Sekarang 
  

 

 

 

 

 

 

 



C. Pejabat yang pernah menjadi Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 

         DAFTAR NAMA KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA 

   MAHKAMAH AGUNG RI 

               
   

NO. NAMA JABATAN MASA JABATAN 
   1 Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H. Tuada Uldilag 1982 s.d 1994 
   2 H. Yahya, S.H. Tuada Uldilag 1994 s.d 1998 
   3 Drs. H. Taufiq, S.H., MH. Tuada Uldilag 1998 s.d 2001 
   4 Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., MH. Tuada Uldilag 2001 s.d 2004 
   5 Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., MH. Tuada Uldilag 2004 s.d Sekarang 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEKUASAAN PENGADILAN  

 
 
Ç Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara -perkara di tingkat 

pertama antara orang -orang yang beragama Islam di bida ng:1. Perkawinan, 2. Waris, 3. W asiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 

6. Zakat, 7. Infaq, 8. Sadaqah, dan 9. Ekonomi Syariõah. (Ps 49 UU No. 3 Th 2006). 

Tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang -undang (Pasal 52 UU No. 7/19 89). 

 

Ç Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang:  

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.  

2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan meng adili antar Pengadilan Aga ma di  daerah 

hukumnya.  

 (Ps. 51 UUNo.7/1989)  

3. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang -undang.  

 (Pasal 52 UUNo.7/1989)  

 

Ç Mahkamah Syariõah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara -perkara di tingkat pertama antara orang -orang yang beragama Islam di bidang:  

1. Al -Ahwal Al -Syahshyiyah;  

2. Muõamalah; 

3. Jinayat.(UU No. 11 Tahun 2006, jo Qanun No. 10/2002)  

 

Ç Mahkamah Syariõyah Aceh bertugas dan berwenang :  

1. Mengadili perkara yang  menjadi kewenangan Mahkamah Syar;iyah dalam tingkat banding.  

2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadi li antar Mahkamah Sarõiyah di wilayah 

Aceh. 

 (UU No. 11 Tahun 2006, jo Qanun No. 10/2002)  

 

 

 

 

 



ORGANISASI PERADILAN AGAMA 
   

      Jumlah Peradilan Agama Menurut Kelas 
   

      
NO. Msy.A / PTA 

Msy / PA 
JUMLAH 

IA IB II 

1 MSy. Aceh 1 2 16 19 

2 PTA Medan 1 2 16 19 

3 PTA Padang 1 3 13 17 

4 PTA Pekanbaru 1 3 12 16 

5 PTA Jambi 1 - 9 10 

6 PTA Palembang 1 3 3 7 

7 PTA Bangka Belitung - 2 1 3 

8 PTA Bengkulu 1 2 1 4 

9 PTA Bandar Lampung 1 1 7 9 

10 PTA Jakarta 5 - - 5 

11 PTA Banten - 3 3 6 

12 PTA Bandung 12 10 - 22 

13 PTA Semarang 10 25 1 36 

14 PTA Yogyakarta 1 3 1 5 

15 PTA Surabaya 11 23 3 37 

16 PTA Pontianak 1 - 7 8 

17 PTA Palangkaraya - 1 5 6 

18 PTA Banjarmasin 1 2 9 12 

19 PTA Samarinda 2 1 6 9 

20 PTA Manado - 1 4 5 

21 PTA Gorontalo - 1 2 3 

22 PTA Palu 1 - 7 8 

23 PTA Kendari 1 - 4 5 

24 PTA Makassar 1 4 19 24 

25 PTA Mataram 2 4 10 16 

26 PTA Kupang - 1 12 13 

27 PTA Ambon 1 0 2 3 

28 PTA Maluku Utara - 1 3 4 

29 PTA Jayapura - 1 11 12 

  JUMLAH 57 99 187 343 

 
 

   



DATA PERKARA SELURUH INDONESIA TAHUN 2008 

         1. Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama 
    

         
NO. Msy.A/ PTA 

SISA MASUK 
JUMLAH 

DICABUT DIPUTUS 
JUMLAH 

SISA 

2007 2008 2008 2008 2008 

1 MSy. Aceh 690 4.284 4.974 317 4.089 4.406 568 

2 PTA Medan 633 5.661 6.294 396 5.111 5.507 787 

3 PTA Padang 503 5.407 5.910 319 4.995 5.314 596 

4 PTA Pekanbaru 929 6.507 7.436 547 5.672 6.219 1.217 

5 PTA Jambi 255 2.283 2.538 139 2.088 2.227 311 

6 PTA Palembang 555 4.184 4.739 361 3.624 3.985 754 

7 PTA Bangka Belitung 207 1.371 1.578 110 1.292 1.402 176 

8 PTA Bengkulu 224 1.354 1.578 114 1.275 1.389 189 

9 PTA Bandar Lampung 357 2.653 3.010 146 2.442 2.588 422 

10 PTA Jakarta 1.678 7.666 9.344 642 6.757 7.399 1.945 

11 PTA Banten 621 3.878 4.499 247 3.621 3.868 631 

12 PTA Bandung 4.324 40.244 44.568 1.657 37.382 39.039 5.529 

13 PTA Semarang 10.918 52.165 63.083 2.354 47.266 49.620 13.463 

14 PTA Yogyakarta 879 3.879 4.758 220 3.602 3.822 936 

15 PTA Surabaya 11.259 69.054 80.313 3.192 63.501 66.693 13.620 

16 PTA Pontianak 354 2.505 2.859 235 2.219 2.454 405 

17 PTA Palangkaraya 115 1.305 1.420 99 1.186 1.285 135 

18 PTA Banjarmasin 555 4.578 5.133 243 4.166 4.409 724 

19 PTA Samarinda 832 5.905 6.737 459 5.353 5.812 925 

20 PTA Manado 85 682 767 38 638 676 91 

21 PTA Gorontalo 114 717 831 44 660 704 127 

22 PTA Palu 148 1.790 1.938 137 1.620 1.757 181 

23 PTA Kendari 193 1.230 1.423 83 1.143 1.226 197 

24 PTA Makassar 1.058 9.149 10.207 366 8.599 8.965 1.242 

25 PTA Mataram 642 4.398 5.040 415 3.836 4.251 789 

26 PTA Kupang 33 306 339 35 266 301 38 

27 PTA Ambon 27 336 363 29 290 319 44 

28 PTA Maluku Utara 65 543 608 76 481 557 51 

29 PTA Jayapura 152 989 1.141 112 825 937 204 

  JUMLAH 38.405 245.023 283.428 13.132 223.999 237.131 46.297 

 

 



2. Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Banding 

    

         

         
NO. Msy.A / PTA 

SISA MASUK 
JUMLAH 

DICABUT DIPUTUS 
JUMLAH 

SISA 

2007 2008 2008 2008 2008 

1 MSy. Aceh 7 107 114 1 81 82 32 

2 PTA Medan 15 152 167 2 157 159 8 

3 PTA Padang 3 50 53 0 48 48 5 

4 PTA Pekanbaru 4 61 65 0 55 55 10 

5 PTA Jambi 1 30 31 1 27 28 3 

6 PTA Palembang 1 38 39 1 38 39 0 

7 PTA Bangka Belitung 1 6 7 0 7 7 0 

8 PTA Bengkulu 2 12 14 1 11 12 2 

9 PTA Bandar Lampung 3 17 20 0 14 14 6 

10 PTA Jakarta 26 135 161 1 138 139 22 

11 PTA Banten 4 60 64 0 60 60 4 

12 PTA Bandung 42 215 257 1 214 215 42 

13 PTA Semarang 38 220 258 0 229 229 29 

14 PTA Yogyakarta 8 57 65 0 59 59 6 

15 PTA Surabaya 11 347 358 9 312 321 37 

16 PTA Pontianak 5 24 29 0 28 28 1 

17 PTA Palangkaraya 1 7 8 0 8 8 0 

18 PTA Banjarmasin 6 36 42 0 42 42 0 

19 PTA Samarinda 10 42 52 0 49 49 3 

20 PTA Manado 1 9 10 0 10 10 0 

21 PTA Gorontalo 1 20 21 0 15 15 6 

22 PTA Palu 0 22 22 0 21 21 1 

23 PTA Kendari 2 22 24 0 24 24 0 

24 PTA Makassar 9 134 143 0 129 129 14 

25 PTA Mataram 8 122 130 0 125 125 5 

26 PTA Kupang 0 7 7 0 7 7 0 

27 PTA Ambon 1 2 3 0 3 3 0 

28 PTA Maluku Utara 3 10 13 0 12 12 1 

29 PTA Jayapura 1 5 6 0 6 6 0 

  JUMLAH 214 1.969 2.183 17 1.929 1.946 237 

 

   



3. Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Kasasi 

        
NO. Msy.A / PTA 

SISA MASUK 
JUMLAH 

DICABUT DIPUTUS SISA 

2007 2008 2008 2008 2008 

1 MSy. Aceh 40  61  101  4  62  35  

2 PTA Medan 45  61  106  0  73  33  

3 PTA Padang 22  14  36  0  24  12  

4 PTA Pekanbaru 7  24  31  1  24  6  

5 PTA Jambi 1  6  7  0  7  0  

6 PTA Palembang 19  18  37  0  20  17  

7 PTA Bangka Belitung 5  1  6  0  4  2  

8 PTA Bengkulu 3  7  10  1  4  5  

9 PTA Bandar Lampung 8  3  11  0  9  2  

10 PTA Jakarta 42  48  90  1  76  13  

11 PTA Banten 9  23  32  0  26  6  

12 PTA Bandung 56  73  129  2  87  40  

13 PTA Semarang 56  73  129  2  68  59  

14 PTA Yogyakarta 21  11  32  0  25  7  

15 PTA Surabaya 83  89  172  8  136  28  

16 PTA Pontianak 11  13  24  0  17  7  

17 PTA Palangkaraya 10  2  12  0  3  9  

18 PTA Banjarmasin 11  13  24  0  24  0  

19 PTA Samarinda 9  13  22  0  20  2  

20 PTA Manado 8  4  12  0  4  8  

21 PTA Gorontalo 2  3  5  0  4  1  

22 PTA Palu 8  2  10  0  7  3  

23 PTA Kendari 35  1  36  0  4  32  

24 PTA Makassar 19  52  71  2  69  0  

25 PTA Mataram 50  46  96  0  70  26  

26 PTA Kupang 3  2  5  0  1  4  

27 PTA Ambon 3  0  3  0  2  1  

28 PTA Maluku Utara 1  6  7  0  7  0  

29 PTA Jayapura 3  3  6  0  6  0  

  JUMLAH 590  672  1.262  21  883  358  

 



4. Data Perkara Peninjauan Kembali dari Lingkungan Peradilan Agama 

 

        
NO. Msy.A / PTA 

SISA MASUK 
JUMLAH 

DICABUT DIPUTUS SISA 

2007 2008 2008 2008 2008 

1 MSy. Aceh 4 2 6 0 4 2 

2 PTA Medan 7 1 8 0 3 5 

3 PTA Padang 2 0 2 0 1 1 

4 PTA Pekanbaru 4 3 7 0 5 2 

5 PTA Jambi 6 2 8 0 4 4 

6 PTA Palembang 1 1 2 0 2 0 

7 PTA Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 

8 PTA Bengkulu 2 0 2 0 1 1 

9 PTA Bandar Lampung 0 0 0 0 0 0 

10 PTA Jakarta 15 7 22 0 16 6 

11 PTA Banten 2 1 3 0 1 2 

12 PTA Bandung 13 8 21 1 10 10 

13 PTA Semarang 11 5 16 0 6 10 

14 PTA Yogyakarta 1 1 2 0 1 1 

15 PTA Surabaya 14 9 23 1 8 14 

16 PTA Pontianak 2 1 3 0 2 1 

17 PTA Palangkaraya 1 2 3 0 1 2 

18 PTA Banjarmasin 3 0 3 0 1 2 

19 PTA Samarinda 3 1 4 0 1 3 

20 PTA Manado 0 1 1 0 1 0 

21 PTA Gorontalo 0 0 0 0 0 0 

22 PTA Palu 1 0 1 0 0 1 

23 PTA Kendari 2 0 2 0 0 2 

24 PTA Makassar 35 12 47 0 24 23 

25 PTA Mataram 10 4 14 0 11 3 

26 PTA Kupang 0 0 0 0 0 0 

27 PTA Ambon 0 0 0 0 0 0 

28 PTA Maluku Utara 1 1 2 0 0 2 

29 PTA Jayapura 2 0 2 0 1 1 

  JUMLAH 142 62 204 2 104 98 

 



5. Jumlah Perkara yang Diterima Menurut Tingkat Peradilan Tahun 2008 

 

       No. PERADILAN JUMLAH % (Dari TK. Pertama) 

   1 Tingkat Pertama 245.023  100% 
   2 Tingkat Banding 1.969  0,80% 
   3 Tingkat Kasasi 672  0,27% 
   4 Peninjauan Kembali 62  0,03% 
   

       6. Data Perkara yang Diterima Menurut Jenis Perkara dan Tingkat Peradilan Tahun 2008 

       

No. JENIS PERKARA 
TINGKAT % (dari Total TK 

% (dari 
Total 

% (dari 

PERTAMA TK. Pertama) Banding 
TK. 

Banding) 
TK. 

Pertama) 

1 Perkawinan 240.495  98,152% 1633 82,94% 0,68% 

2 Kewarisan 1.473  0,601% 280 14,22% 19,01% 

3 Wasiat 16  0,007% 2 0,10% 12,50% 

4 Hibah 65  0,027% 18 0,91% 27,69% 

5 Wakaf 19  0,008% 5 0,25% 26,32% 

6 Shadaqah 8  0,003% 0 0,00% 0,00% 

7 P3HP*) 1.734  0,708% 2 0,10% 0,12% 

8 Ekonomi Syari'ah 8  0,003% 0 0,00% 0,00% 

9 Lain-Lain 1.205  0,492% 29 1,47% 2,41% 

  JUMLAH TOTAL 245.023  100,00% 1969 100,00% 0,80% 

*) P3HP =  Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan 
   

 

 

 

 

 

 



 
7. Data Penyelesaian Perkara Tahun 2008 

     

         
NO. PERKARA 

SISA TAHUN 
DITERIMA DICABUT DIPUTUS SISA 

  LALU 

  1 Tingkat Pertama 38.405 245.023 13.132 223.999 46.297 
  2 Tingkat Banding 214 1.969 17 1.929 237 
  3 Tingkat Kasasi 590 672 21 883 358 
  4 Peninjauan Kembali 142 62 2 104 98 
  

         8 Data Perkara yang Diputus Menurut Jenis Perkara dan Tingkat Peradilan Tahun 2008 *) 

 

         
No. JENIS PERKARA 

TINGKAT TINGKAT 

     PERTAMA BANDING 

     1 Perkawinan 210.250 1.632 
     2 Kewarisan 1.009 227 
     3 Wasiat 13 3 
     4 Hibah 47 13 
     5 Wakaf 6 5 
     6 Shadaqah 8 1 
     7 P3HP**) 1.578 5 
     8 Ekonomi Syari'ah 4 3 
     9 Lain-Lain 1.045 21 
       JUMLAH TOTAL 213.960 1.910 

     

         Catatan : 
       *) Jumlah perkara yang diputus menurut jenis perkara di atas, tidak termasuk perkara-perkara yang ditolak,  

   tidak diterima,gugur, dan dicoret dari register, yang jumlahnya mencapai 10.039 perkara untuk  
    tingkat pertama dan 19 perkara untuk tingkat banding.  

    

         **) P3HP =  Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan 
   



a. Jumlah Perkara yang Diputus Peradilan Agama Tingkat Pertama Menurut Jenisnya Tahun 2008 

        No. JENIS PERKARA JUMLAH % (dari Jumlah Total) 
    1 Cerai Talak 67.124 28,31% 
    2 Cerai Gugat 126.065 53,16% 
    3 Lain-lain 43.942 18,53% 
      JUMLAH TOTAL 237.131 100% 

    

        b. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian pada Peradilan Agama Tingkat Pertama Tahun 2008 

        No. PENYEBAB CERAI JUMLAH % (dari Jumlah Total) 
    1 Moral 12.469 6,63% 
    2 Meninggalkan Kewajiban 95.296 50,68% 
    3 Kawin di bawah umur 408 0,22% 
    4 Menyakiti Jasmani 1.942 1,03% 
    5 Dihukum 300 0,16% 
    6 Cacat Biologis 1.080 0,57% 
    7 Terus Menerus Berselisih 76.482 40,67% 
    8 Lain-lain 60 0,03% 
      JUMLAH TOTAL 188.037 100% 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA KETENAGAAN PERADILAN AGAMA*)  

      Data Hakim, PP, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural/Fungsional 
dan Pegawai/Staf di Lingkungan MSy Aceh/PTA Seluruh Indonesia 
 

NO  Msy.A / PTA  

TENAGA TEKNIS  TENAGA NON TEKNIS  

JUMLAH  
HAKIM  KEPANITERAAN  KESEKRETARIATAN  

HAKIM  
HAKIM 
TINGGI  

KEPANITERAAN  JS / JSP 
PEJABAT 

STRUKTURAL  

PEJABAT 
FUNGSIONAL 
SEKRETARIAT  

STAF /         
PEGAWAI  

1 MSy. Aceh 167 14 150 43 55 6 55 490 

2 PTA Medan 172 16 131 27 64 2 39 451 

3 PTA Padang 169 17 188 43 50 2 43 512 

4 PTA Pekanbaru 143 14 122 45 53 6 59 442 

5 PTA Jambi 87 12 79 25 36 3 51 293 

6 PTA Palembang 69 11 91 23 31 7 58 290 

7 PTA Bangka Belitung 30 8 19 14 15 1 19 106 

8 PTA Bengkulu 33 10 56 14 20 0 47 180 

9 PTA Bandar Lampung 67 16 79 27 33 4 50 276 

10 PTA Jakarta 73 29 80 51 22 0 73 328 

11 PTA Banten 57 10 51 35 18 1 27 199 

12 PTA Bandung 250 15 251 124 81 13 107 841 

13 PTA Semarang 363 20 329 123 123 8 100 1.066 

14 PTA Yogyakarta 53 10 61 32 23 0 57 236 

15 PTA Surabaya 283 16 296 89 80 8 66 838 

16 PTA Pontianak 63 13 56 32 34 1 40 239 

17 PTA Palangkaraya 59 9 50 16 25 5 34 198 

18 PTA Banjarmasin 116 14 121 49 48 4 51 403 

19 PTA Samarinda 76 12 65 31 39 0 59 282 

20 PTA Manado 40 9 32 16 24 3 42 166 

21 PTA Gorontalo 27 7 29 15 16 3 44 141 

22 PTA Palu 68 11 61 29 25 3 63 260 

23 PTA Kendari 43 10 42 14 19 0 32 160 

24 PTA Makassar 229 15 272 67 73 3 77 736 

25 PTA Mataram 101 11 179 110 49 5 72 527 

26 PTA Kupang 88 7 50 11 36 2 33 227 

27 PTA Ambon 29 8 41 14 15 2 49 158 

28 PTA Maluku Utara 29 9 27 18 9 2 23 117 

29 PTA Jayapura 65 8 70 16 28 2 39 228 

  JUMLAH  3.049 361 3.078 1.153 1.144 96 1.509 10.390 

          *). Data Ketenagaan per Agustus 2009 
       



 
A. HAKIM 

     1. Hakim Tingkat Pertama 
     a. Jumlah Hakim Menurut Jabatan / Pangkat / Golongan / Ruang 

   

       
NO. JABATAN PANGKAT 

Golongan / 
JUMLAH 

  

 Ruang   

 1 Hakim Utama Pembina Utama IV / e 0   
 2 Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya IV / d 15   
 3 Hakim Madya Utama Pembina Utama Muda IV / c 207   
 4 Hakim Madya Muda Pembina Tingkat I IV / b 696   
 5 Hakim Madya Pratama Pembina IV / a 949   
 6 Hakim Pratama Utama Penata Tingkat I III / d 721   
 7 Hakim Pratama Madya Penata III / c 162   
 8 Hakim Pratama Muda Penata Muda Tingkat I III / b 177   
 9 Hakim Pratama Penata Muda III / a 122   
   JUMLAH     3.049   
 

       b. Jumlah Hakim Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 

   

       

       NO. JENIS KELAMIN SLTA S.1 S.2 S.3 JUMLAH 

1 Laki-laki 0 1.682 703 5 2.390 

2 Perempuan 0 520 139 0 659 

  JUMLAH TOTAL 0 2.202 842 5 3.049 

 

 

 

 

 

 



 
2. Hakim Tingkat Banding 

     a. Jumlah Hakim Tinggi Agama Menurut  Jabatan / Pangkat / Golongan / Ruang 

 

       

NO. JABATAN PANGKAT 

Golongan 
/ JUMLAH 

  

 Ruang   

 1 Hakim Utama Pembina Utama IV / e 80 
  

2 Hakim Utama Muda 
Pembina Utama 
Madya IV / d 111 

  

3 Hakim Madya Utama 
Pembina Utama 
Muda IV / c 118 

  4 Hakim Madya Muda Pembina Tingkat I IV / b 52 
  5 Hakim Madya Pratama Pembina IV / a 0 
  6 Hakim Pratama Utama Penata Tingkat I III / d 0 
  7 Hakim Pratama Madya Penata III / c 0 
  

8 Hakim Pratama Muda 
Penata Muda Tingkat 
I III / b 0 

  9 Hakim Pratama Penata Muda III / a 0 
    JUMLAH     361 
  

       b. Jumlah Hakim Tinggi Agama Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 
 

       NO. JENIS KELAMIN SLTA S.1 S.2 S.3 JUMLAH 

1 Laki-laki 0 156 185 1 342 

2 Perempuan 0 9 10 0 19 

  JUMLAH TOTAL 0 165 195 1 361 

 

 

 

 

 

 



B. PANITERA PENGGANTI 

       
a. Jumlah Panitera Pengganti pada MSy/PA Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 

NO. JENIS KELAMIN SLTA D.3 S.1 S.2 S.3 JUMLAH 
  

1 Laki-laki 0  105  1.539  81  0  1.725  
  

2 Perempuan 0  87  979  22  0  1.088  
  

  JUMLAH TOTAL 0  192  2.518  103  0  2.813  
  

          
b. Jumlah Panitera Pengganti pada MSy. A/PTA Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 

NO. JENIS KELAMIN SLTA D.3 S.1 S.2 S.3 JUMLAH 

  
1 Laki-laki 0 11 144 17 0 172 

  
2 Perempuan 0 5 85 3 0 93 

  
  JUMLAH TOTAL 0 16 229 20 0 265 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
C. JURUSITA dan JURUSITA PENGGANTI 

    
a. Jumlah Jurusita Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 

  
NO. JENIS KELAMIN SLTA D.3 S.1 S.2 S.3 JUMLAH 

1 Laki-laki 89 1 58 1 0 149 

2 Perempuan 3 0 2 0 0 5 

  JUMLAH TOTAL 92 1 60 1 0 154 

        
b. Jumlah Jurusita Pengganti Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 

NO. JENIS KELAMIN SLTA D.3 S.1 S.2 S.3 JUMLAH 

1 Laki-laki 489 13 194 4 0 700 

2 Perempuan 165 7 125 2 0 299 

  JUMLAH TOTAL 654 20 319 6 0 999 

        
D. PEGAWAI NON TEKNIS 

     
NO. JABATAN MSy.A/PTA MSy/PA JUMLAH 

   
1 Wakil Sekretaris 25  274  299  

   
2 Kasubbag / Kaur 68  781  849  

   
3 Pej. Fungsional Sekr. 21  76  97  

   
4 Staf 460  1.044  1.504  

   
  JUMLAH TOTAL 574  2.175  2.749  

    

 

 

 

 



Prof il Pemanfaatan Teknologi Informasi  
di lingkungan Ditjen Badilag  

Pendahuluan  
Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan 
kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang berpengaruh pula terhadap tuntut an pelayanan peradilan agama. 
Kehandalan teknologi informasi dalam memberikan solusi efektifitas dan efesiensi aktivitas pemberian pelayanan 
menjadi alasan bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk mengeluarkan kebijakan pemanfaatan 
teknologi in formasi ini di lingkungan peradilan agama. Kebijakan ini  semakin dimantapkan setelah Mahkamah Agung 
menerbitkan SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 
 
Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan peradilan agama dilakuka n mulai dari level sederhana untuk kegiatan 
sehari-hari (back office ),  pengolah data, hingga pada tingkatan sistem informasi manajemen. Untuk yang disebutkan 
terakhir ini Ditjen Badilag telah mengembangkan dua buah sistem informasi yang berkaitan dengan f ungsinya di 
bidang pembinaan tenaga teknis peradilan agama dan pembinaan administrasi perkara. Kedua sistem informasi 
tersebut adalah  Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama  (SIADPA), dan Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian (SIMPEG). Selain  dari kedua  sistem informasi tersebut, untuk mendukung keterbukaan informasi di 
pengadilan  Ditjen Badilag membangun situs web. Pembangunan situs web ini kemudian diikuti oleh Pengadilan Tinggi 
Agama dan Pengadilan Agama se-Indonesia. 
 

 
Sistem Informa si Administrasi Perkara  Peradilan Agama (SIADPA)  
 
Pada awal tahun 2000,  Ditjen Badilag (ketika itu Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama) mengembangkan 
aplikasi administrasi perkara bernama SISDIPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama). SISDIPA 
diimplementasikan di beberapa pengadilan agama seperti di PA Cimahi, PA Indramayu, PA Kendal, PA Makassar, PA 
Batam, dan PA lainnya. Hasil implementasi dari SISDIPA ini melahirkan berbagai masukan terhadap kelayakan sistem 
ini yang kemudian melahirkan versi serupa  dari aplikasi ini yang berlabel SIADPA (Sistem  Informasi Administrasi 
Perkara Peradilan Agama). Sebelum aplikasi ini diimplementasikan secara nasional, SIADPA telah diterapkan di 
Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 
 
Berikut ini peta  implementasi SIADPA selengkapnya di seluruh pengadilan agama di Indonesia : 
 
 



NO WILAYAH 
Jumlah 
Satker  

Terimplentasi 
SIADPA 

Persentase (%) 

1 MSy. ACEH 19 6 31,58% 

2 PTA MEDAN 19 8 42,11% 

3 PTA PADANG 17 7 41,18% 

4 PTA PEKANBARU 16 8 50,00% 

5 PTA J A M B I 10 5 50,00% 

6 PTA PALEMBANG 7 4 57,14% 

7 PTA BANGKA  BELITUNG 3 3 100,00% 

8 PTA BENGKULU 4 2 50,00% 

9 PTA BANDAR  LAMPUNG 9 4 44,44% 

10 PTA JAKARTA  5 5 100,00% 

11 PTA BANTEN 6 6 100,00% 

12 PTA BANDUNG 22 22 100,00% 

13 PTA SEMARANG 36 36 100,00% 

14 PTA YOGYAKARTA 5 5 100,00% 

15 PTA SURABAYA 37 37 100,00% 

16 PTA PONTIANAK 8 7 87,50% 

17 PTA PALANGKARAYA 6 5 83,33% 

18 PTA BANJARMASIN 12 10 83,33% 

19 PTA SAMARINDA 9 7 77,78% 

20 PTA MANADO 5 3 60,00% 

21 PTA GORONTALO 3 3 100,00% 

22 PTA PALU 8 4 50,00% 

23 PTA  KENDARI 5 3 60,00% 

24 PTA MAKASSAR 24 9 37,50% 

25 PTA MATARAM 16 10 62,50% 

26 PTA  KUPANG 13 6 46,15% 

27 PTA AMBON 3 3 100,00% 



NO WILAYAH 
Jumlah 
Satker  

Terimplentasi 
SIADPA 

Persentase (%) 

28 PTA MALUKU UTARA 4 3 75,00% 

29 PTA JAYAPURA 12 4 16,00% 

   JUMLAH 343 235 68,51% 

 
 
Dalam perkembangannya, SIADPA menyesuaikan dengan trend perkembangan teknologi informasi, seperti teknologi 
barcode dan aplikasi  berbasis web. Beberapa pengadilan agama yang sudah mengimplentasikan  SIADPA 
berkombinasikan barcode adalah : PA Wonosari, PA Purwodadi, PA Jakarta Pusat, dan sejumlah PA lainnya. Sedangkan 
PA yang telah mengimplemantasikan SIADPA berbasis web adalah : PA Purwodadi, PA Kendal, PA Wonosari, PA 
Ambarawa, PA Demak, PA Blora, PA Klaten, PA Mungkid, PA Kebumen, PA Semarang, dan sejumlah PA lainnya. 
 
Implementasi SIADPA di 234 pengadilan agama mendorong Ditjen Badilag untuk membangun data base yang dihasilkan 
SIADPA  secara nasional  dan  terpusat. Upaya ini terwujud melalui program National Information Repository (NIR). 
Data NIR selain dimanfaatkan untuk pengolahan informasi perkara, juga sebagai cadangan data (backup) jika terjadi 
kerusakan data di satker, baik karena virus maupun bencana alam.  
 
Sebagai upaya membangun transparansi peradilan dan layanan data perkara bagi publik  pada akhir tahun 2008 telah 
dirintis Aplikasi data statistik perkara secara online. Aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan bagi PTA dan PA 
dalam pengiriman laporan perkara secara periodik ke Ditjen Badilag dan dengan segera bisa dipublikasikan ke 
masyarakat. 
 
Pada pertengahan 2009, telah dirintis pembangunan Sistem Informasi Administrasi Perkara pada Pengadilan Tinggi 
Agama (SIADPTA). Sebagaimana SIADPA, SIADPTA diharapkan mampu memberikan solusi bagi efektifitas dan efesiensi 
penyelengaraan administrasi perkara pada PTA/Msy Aceh.  
 
 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 
 
Pembinaan tenga teknis peradilan agama yang diembankan kepada Ditjen Badilag menuntut ketersediaan data dan 
informasi kepegawaian yang akurat. Untuk itu Ditjen Badilag pada    tahun 2006 memba ngun aplikasi manajemen 
kepegawaian bernama SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).  



 
Pada mulanya SIMPEG hanya diimplementasikan di 29 Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syarõiyah se-Indonesia. 
PTA melakukan entri data terhadap pegawai pengadilan a gama/mahkamah syarõiyah  yang berada di wilayah 
hukumnya. Selanjutnya, PTA melakukan posting data ke Ditjen Badilag melalui e -mail.  
Pada tahap  berikutnya SIMPEG diimplementasikan diseluruh satuan kerja pengadilan di lingkungan peradilan agama.  
Tercatat sudah terdapat 23 Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syarõiyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syarõiyah diwilayah hukumnya yang tel ah mengimplementasikan SIMPEG. 
Berikut ini prosentase data implementasi SIMPEG  dilingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia :  
 

NO WILAYAH 
Jumlah 
Satker  

Terimplentasi 
SIMPEG 

Persentase (%) 

1 MSy. ACEH 19 19 100,00% 

2 PTA MEDAN 19 19 100,00% 

3 PTA PADANG 17 17 100,00% 

4 PTA PEKANBARU 16 16 100,00% 

5 PTA J A M B I 10 10 100,00% 

6 PTA PALEMBANG 7 7 100,00% 

7 PTA BANGKA  BELITUNG 3 3 100,00% 

8 PTA BENGKULU 4 4 100,00% 

9 PTA BANDAR  LAMPUNG 9 9 100,00% 

10 PTA JAKARTA  5 5 100,00% 

11 PTA BANTEN 6 6 100,00% 

12 PTA BANDUNG 22 22 100,00% 

13 PTA SEMARANG 36 36 100,00% 

14 PTA YOGYAKARTA 5 5 100,00% 

15 PTA SURABAYA 37 37 100,00% 

16 PTA PONTIANAK 8 2 25,00%  

17 PTA PALANGKARAYA 6 6 100,00% 

18 PTA BANJARMASIN 12 12 100,00% 

19 PTA SAMARINDA 9 3 33,33% 



NO WILAYAH 
Jumlah 
Satker  

Terimplentasi 
SIMPEG 

Persentase (%) 

20 PTA MANADO 5 5 100,00% 

21 PTA GORONTALO 3 1 33,33% 

22 PTA PALU 8 8 100,00% 

23 PTA  KENDARI 5 5 100,00% 

24 PTA MAKASSAR 24 24 100,00% 

25 PTA MATARAM 16 16 100,00% 

26 PTA  KUPANG 13 2 15,38% 

27 PTA AMBON 3 3 100,00% 

28 PTA MALUKU UTARA 4 1 25,00% 

29 PTA JAYAPURA 12 4 33,33% 

   JUMLAH 343 307 89,50% 

 
 
Adapun Mekanisme Updating data pada tahap ini adalah : pengadilan agama melakukan update pegawai yang ada 
dilingkungannya, kemudian data yang telah diupdate dikirim ke PTA/Msy . Aceh , lalu PTA/Msy. Aceh secara periodik  
mengirim updating data ke server SIMPEG di Ditjen Badilag.  

 
Website  
 
Ditjen Badilag  mulai  membangun  website,   www.badilag.net ,  pada  16 April 2006. Website  ini  menjadi  media 
informasi dan komunikasi di lingkungan peradilan agama. Selain itu, website   sangat  strategis  untuk menjembatani  
komunikasi antara Ditj en Badilag dengan publik. 
 
Website ini berisi menu -menu yang mencerminkan keterbukaan informasi di pengadilan. Menu -menu tersebut adalah 
gambaran umum institusi, tugas pokok dan fungsi, informasi kegiatan, informasi perkara kasasi perkara perdata 
agama, peraturan perundang-undangan, putusan PTA se-Indonesia, jadwal sidang, transparansi anggaran dan menu-
menu lainnya.  
 
 
 

http://www.badilag.net/


Berikut ini data selengkapnya peta penyebaran situs web di lingkungan peradilan agama :  
 
 

NO WILAYAH 
JUMLAH 
SATKER 

memiliki 
website 

Persentase (%) 

1 MSy. ACEH 20 1 5,00% 

2 PTA MEDAN 20 20 100,00% 

3 PTA PADANG 18 18 100,00% 

4 PTA PEKANBARU 17 4 23,53% 

5 PTA J A M B I 11 3 27,27% 

6 PTA PALEMBANG 8 5 62,50% 

7 PTA BANGKA  BELITUNG 4 4 100,00% 

8 PTA BENGKULU 5 5 100,00% 

9 PTA BANDAR  LAMPUNG 10 5 50,00% 

10 PTA JAKARTA  6 6 100,00% 

11 PTA BANTEN 7 2 28,57% 

12 PTA BANDUNG 23 23 100,00% 

13 PTA SEMARANG 37 37 100,00% 

14 PTA YOGYAKARTA 6 6 100,00% 

15 PTA SURABAYA 38 38 100,00% 

16 PTA PONTIANAK 9 9 100,00% 

17 PTA PALANGKARAYA 7 6 85,71% 

18 PTA BANJARMASIN 9 9 100,00% 

19 PTA SAMARINDA 13 13 100,00% 

20 PTA MANADO 6 1 16,67% 

21 PTA GORONTALO 4 0 0,00% 

22 PTA PALU 9 9 100,00% 

23 PTA  KENDARI 6 1 16,67% 

24 PTA MAKASSAR 25 25 100,00% 

25 PTA MATARAM 17 5 29,41% 



NO WILAYAH 
JUMLAH 
SATKER 

memiliki 
website 

Persentase (%) 

26 PTA  KUPANG 14 1 7,14% 

27 PTA AMBON 4 0 0,00% 

28 PTA MALUKU UTARA 5 0 0,00% 

29 PTA JAYAPURA 13 13 100,00% 

    372 268 72,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAIN -LAIN  
 

A. Sidang di luar gedung yang sering disebut dengan Sidang Keliling masih dilaksanakan oleh beberapa 

Pengadilan Agama dik arenakan lokas i yang sangat membutuhkan.  

1. Secara keseluruhan ada 115 Mahkamah Syarõiyah / Pengadilan Agama di 19 Mahkamah Syar õiyah 

Provinsi / Pengadilan Tinggi Agama dengan jumlah perkara 10.448, pada tahun 2008 . 

2. Adapun tempat sidang rata-rata menggunakan fasilitas Pemda setempat.  

 

B. Jumlah p rovinsi saat ini berjumlah 33, Penga dilan Tingkat Banding baru ada di 29 p rovinsi, tahun 2007 

diusulkan 4 RUU Pembentukan PTA , di Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat, tapi 

sampai sekarang masih dalam  pembahasan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

 

C. Jumlah Kabupaten/Kota saat ini berjumlah 418. Pengadilan Agama Tingkat Pertama baru ada 343, 

sehingga masih ada 75 Kab upaten/Kota yang belum mempunyai MSy/PA , sedangkan usulan pembentukan 

MSy/PA baru seban yak 34, kini dalam proses ke Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

(Menpan)  

 

D. Data statistik yang diperoleh dari Bank I ndonesia dan DSN -MUI tahun 2007 terdapat sekitar 238 Lembaga 

Keuangan dan lembaga Bisnis Syari ah di Indonesia. S ampai Mei 2008 , jum lah kantornya terc atat ada 673 

buah, yang menangani  perkara -perkara Ekonomi Syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.PENINGKATAN KELAS PENGADILAN AGAMA TAHUN 2009 

 

     

No PENGADILAN AGAMA  MSy.A/PTA 
KELAS 

SEBELUMNYA 
KELAS 

SESUDAHNYA 

1 3 2 4 5 

1 
Kuningan 

Bandung 
I B I A 

Garut I B I A 

2 Balikpapan Samarinda I B I A 

3 Denpasar Mataram I B I A 

4 
Takengon 

 Aceh  
II I B 

Lhokseumawe II I B 

4 

Pariaman 

Padang 

II I B 

Batusangkar II I B 

Bukittinggi II I B 

5 
Arga Makmur 

Bengkulu 
II I B 

Curup II I B 

6 
Pangkal Pinang 

Bangka Belitung 
II I B 

Sungai Liat II I B 

7 Ambarawa Semarang II I B 

8 Watansoppeng Makassar II I B 

9 Bangkinang Pekanbaru II I B 
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